LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG '

SERI: D TAHUN 1997 NOMOR: 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 15 TAHUN 1996
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALTKOTAMADYA KEPALA DABRAH TINGKAT II PANGKALPINANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah disetujuinya perubzhan—
Pola Organisasi Dinas Pariwisata Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang dari - Pola
Maksimal melalui Telek Gubernur Kepala Dae
rah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor :061/
341/X11/Tel, tanggal 22 April 1996 untuk
mempertegas-Telek Menteri Dalam Negeri No-
mor : 061/1228/SJ tanggal 15 April 1996,
-maka dipandang perlu merubah Peraturan Dae
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal -~
pinang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

: b, bahwa untuk perubahan dimaksud, Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang perlu dia=
tur dengan Peraturan Daerah,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tshun 1974 tentang
Pokok~pokok Pemexintahan Di Daerah ;

2., Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
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Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja-
di Sumatera Selaten.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang ke=-
pariwisataan (Iembaran Negara RI Tahun 1990
Nomor 78, tambahan Lembaran Negara NO0.3427)3

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 ten
tang Penyerahan sebagian Urusan dalam bidang
Kepariwisataan Kepala Daerah Tingkat I ;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Da
erah Tingkat II dan Kabupaten Daerah Tingkat
II Bangka 3

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ten-
tang Koordinasi kegiaten Instansi Vertikal -
di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomoxr 45 Tahun 1992 ten
tang Penyelenggaraan Otoncmi Daerah  dengan
titik berat pada Daerah Tingket I ;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1969 tentang XKebijaksanaan Pemerin -
tah dalam rangka membina Kepariwisataan ;

Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan—
dan Menteri Dalam Negeri Nomor s K.M.292
PHB/79 _ 208 THN 79
Tanggal 12 Oktober 1979, tentang Ketentuan
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam
bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat-
Is

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 39
Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Ta «
hun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan
Dinas Pariwisata Daerzh Tingkat II ;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Te~

hun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Orga -
nisasi dan Tata Kerja Dinas Dzerah Tingkat I



dan Dinas Daerah Tingkat II ;

13, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan Nomor .3 Tahun 1987 tentang
Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propin
si Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam
bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat
IT 3

14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ko-
tamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang No =
mor 1 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Texr-
tib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota -
madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

PANGKATPINANG TENTANG ORGANISAST DAN TATA XER
JA DINAS PARTWISATA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
ITI PANGKALPINANG,
BAB I
KSTENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan @

Qe

b'

Ce

d.

e

Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala
Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daee
rah Tingkat II Pangkalpinang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kotamadya
Daeran Tingkat II Pangkalpinang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Prlaksana
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Operasional di Lapangan.

Usaha Pariwisata adalah Kegiatan yang bertujuan menye =
lenggarakan Jasa Pariwisata atau menyedilakan atan me -
ngusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana
Pariwisata, dan usaha lain yang terkait ¢éi bidang texr-
sebut,

Usaha jasa Pariwisata meliputi penyediaan jasa perenca~
naan, jasa pelaysnan dan jasa penyelenggaraan Pariwisa—
ta.

Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata meliputi kegiatan °
membangun dan mengelola obyek dan daya tarik Wisata
beserta prasarana dan sarana yang diverlukan atan kegi-
atan mengelola obyek dan daya tarik Wisata yang telah
ada.

Usaha sarane Pariwisata meliputi kegiatan Pembangunan,
pengelolaan dan penyediaan Fasilitas, serta pelayanan
yang diperlukan dalam penyelenggacaen pariwisata.

Iinglungan Wisata adalah Sub Sub Kawasan Pariwisata.

Bas II
DINAS.PARIWISATA DARRAH TINGKLAT II
Bagian Kedua
Kedudukan, tugos dan Fungsi
Pasal 2
\

Jo Dinas Pariwisata adalah Unsur Pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang Kepariwisataan.

). Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah .dan
bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daeral.

Pasal 3

binas Pariwisata Deerah Tingkat II mempunyal tugas :

de

b

Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah di Ei~-
dang Kepariwisataan.

Heleksanakan tugas pembantuan ai bidang Xepariwisatazn

yang diserahkan kepada Walikotameaya Kepala Daerah Ting
kat T1,
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Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas terseb}xt pada pasal 3, Dinas
Pariwisata mempunyai Fungsi :

a. Melaksanakan kebijaksanaan Operasional, pemberian bime
bingan dan pembinaan, pemberian perizinan sesuai kebi ~
jaksanaan yang ditetapkan Walikotamadya Kepala  Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

b. Memantan dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas Pokok
nya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan  oleh
Walikotamadya Kepala Daerah menurut Peraturan Perundang
undangan yang berlaku,

Bagian Ketiga
Organisasi
Pasal 5
Grganisasi Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II
Pangkalpinang adalah Pola Maksimal,
Pasal 6

(1). Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

ae. Kepala Dinas.

b. Sub Bagian Tata Usaha.

ce. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata,
d. Seksi Sarana Pariwisata.

e, Seksi Pemasaran Wisata,

£, Seksi Penyuluhan Wisata,

g+ Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h, Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Orgenisasi Dinas Periwisata Pola Naksimal ada—
lah sebagaimana terlampir dan merupaken basgian yang
tidak terpisah dari Peraturan Dacrah ini.

Bagian Keempat
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7
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Sub Bagian Tata Usaha mempuny:i tugas melakuican kegiatan
administrasi wwum, perlengkapan dan rumah tangga, perenca
naan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Pagal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7, Sub.
Bagian Tata Usaha mempunyai Fungsi

a. Melakukan urusan umm, kearsipan, perlengkapan dan ru=-
mah tangga.

b. Melakukan urusan Perencanaan kegiatan dinag.
ce Melakukan urusan Keuangan.

d. Melakukan urusan Pembinaan Kepegawaian Dinas.

Pasal 9
Sub Bagian Tata Usaha terdiri daxri :
a, Urusan Umum,
b. Urusan Perencanaan.

c, Urusan Keuangan,

Pasal 1C

{1). Urusan Umun mempunyai tugas melekukan urusan Surat
menyurat, pengetikan, penggandaan, perlengkapan dan
rumah tangga dan Kepegawaian Dinas,

{2). Urusan Perencanaen mempunyai tugas mengumpulkan, me-
ngolah mengkoordinesikan dan mensistimatikan rencana
kegiatan Dinas.

(3). Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan Urusan
pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan,
]
Bagian Kelime
Seksi Obyek dan Days Tarik Wisata
Pasal 11

Seksi Obyek dan Daya Tarik wisata mempunyai tugas menyiap
kan bahan pembinaan, pengembangan dan pementzuan obyek -
dan Daya Terik iisata.
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Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Sek-
gi obyek dan Daya Tarik Wisata mempunyai Fungsi :

a2, Menyispkan bahan pembinaan dan Pengembangan obyek Wisa
ta, atraksi Wisata, Rekreasi dan hiburan Umum.

b. Menyiapkan perizinan dibidang pengusahaan obyek Wisata
atraksi Wisata, Rekreasi den Hiburan Umum.

c. Memantau dan mengevaluasi kegiatan obyek wisata, atrak
si wisata, rekreasi dan hiburan umum, .

d. Menusun bahan laporan pelaksanazn pembinaan, pengemba—
ngan, pemantauan dan evaluasi kegiatan obyek dan daya
tarik wisata.

Pasal 13

Seksi obyek dan Daya Tarik wisata terdiri dari
a. Sub Seksi Obyek Wisata.
b. Sub Seksi Atraksi Wisata,

c. Sub Seksi Rekreasi dan hiburan Umum,.

Pasal 14

(1). Sub Seksi Obyek Wisata mempunyai tugas mengumpulkan
dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan pe=-
rizinan serta pemantauen obyek wisata.

(2). Sub Seksi Atraksi Wisata mempunyai tugas mengumpul-
kan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan dan
perizinan serta pemantauan atraksi wisata.

(3). Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum mempunyai tugas.
mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan, bahan
laporan dan perizinan serta pemantauan rekreasi dan
hiburan umum.

Bagian Xeenam

seksi Sarana Pariwisata

Pasél 15
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Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan  bahan
kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana den
lingkungan pariwisata. .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, seksi
Sarana Pariwisata mempunyai Fungsi @

a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan
Lingkungan Pariwisatae.

b, Menyiapkan perizinan dibidang pengusahaan akomodasi Tue
mah makan dan Bar dan Lingkungan Wisata.

ce. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan pe -
ngembangan sarana dan lingkungan pariwisata.

d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengemba~
nzan pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan ling~
kungan wisata.

Pasal 17

Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari

ae Sub Seksi Akomodasi.

b, Sub Seksi Rumah Makan dan Bar,

c. Sub Seksi Lingkungan Wisata,

Pasal 18

(1). Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan
menyusun bzhan pembinaan, bahan laporan dan perizinan
serta pemantaunan akomodasie

(2). Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengum-
pulkan den menyusun behan pembinaan, bahan laperan
dan perizinan serta pemantauan Rumah Makan dan Bax,

(3). Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai tugas mengumpul
kon dan menyusun bahan laporan, bahan pembincen  dan
perizinan serta pemantauan lingkungan Wisata,

Bagian Ketujuh

Seksi Pemicaran Wisata
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Seksi Sarana Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan
kegiatan pembinaan, pengembangan dan pemantauan sarana dan
lingkungan pariwisata. .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, seksi
Sarana Pariwisata mempunyai Fungsi @

a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sarana dan
Lingkungan Pariwisata.

b, Menyiapkan perizinan dibidang pengusahaan akomodasi rue
mah makan dan Bar dan Lingkungan Wisata.

ce. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan dan = pe =
ngembangan sarana dan lingkungen pariwisata.

d. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengemba~
ngan pemantauan dan evaluasi kegiatan sarana dan ling-
kungan wisata.

Pasal 17

Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :

a. Sub Seksi Akomodasi.

b, Sub Seksi Rumah Makan dan Bar.

G, Sub Seksi Lingkungan Wisata,

Pasal 18

(1). Sub Seksi Akomodasi mempunyai tugas mengumpulkan dan
menyusun bzhan pembinaan, bahan laporan dan perizinan
serta pemantanan akomodasi.

(2). Sub Seksi Rumah Makan dan Bar mempunyai tugas mengum-
pulkan den menyusun behan pembinaan, bahan laperan
dan perizinan serta pemantausn Rumah Makan dan Bax,

(3). Sub Seksi Lingkungan Wisata mempunyai tugas mengumpul
kon dan menyusun bahan laporan, bahan pembinsan  dan
perizinan serta pemantauan lingkungan Wisata.

Bagian Ketujuh

Seksi Pemcoaran Wisata
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Pasal 19

Seksi Pemasaran Wisata mempunyai tugas menyiapkan bahan
pembinaan, pengembangan, pemantauan ‘pemasaran dan Wisata

Nusantara.
Pasal 20

Untuk menyelenggerakan tugas tersebut pada pasal 19, Seksi
Pemasaran Wisata mempunyai Fungsi :

a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan  pemagaran
dan Wisata Nusantara. '

b, Memantau dan mengevaluasi kegiatan pemasaran dan Wisata
Nusantara.

¢. Menyusun bahan laporan pelaksanaan pembinaan, pengemba~
ngan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pemasaran dan
Wisata Nusantara.
Pasal 21
Seksi Pemasaran Wisata terdiri dari :
a, Sub Seksi Promosi,
b, Sub Seksi Pelayznan Infoimasi.
¢c. Sub Seksi Wisata Nusantara.
Pagal 22

{1). Sub Seksi Promosi mempunyai tugas mengumpilkan  dan
menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta pengei=
bangan promosi.

(2). Sub Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas mengum-
pulkan dan menyusun bahan pembinaan, bzhan laporan -
serta pengembangan pelayanan Informasi.

(3). Sub Seksi VWisata Nusantara mempunyai tugas mengumpul—
ken dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan serta
pengembangan Wisata Nusantara,

Bagilan edelapan
seksi Penyuluhan Wisata

Pasal 23
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Seksi Penyuluhan Wisata mempunyai tugas menyiapken bahan
pembinaan, pengembangan dan pemantauan penyuluhan dan Ane
ka Wisata.

Pasal 24

Untuk menyelenggarekan tugas tersebut pada pasal 23, Sek~
si Penyuluhan Wisata mempunyai Fungsi :

a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan penyuluhan
dan aneka Wisata.

b, Memantau dan mengevaluasi kegiatan pembinaan den  pe=
ngembangan penyulunan dan aneka wisatae

¢. Menyusun bahan laporan pelaksanakan pembinacn, pengem—
bangan, pementauan dan evaluasi kegiatan penyuluhan -
dan aneka wisata.

Pasal 25

Seksi Penyuluhan Wisata texdiri dexi 3

a, Sub Seksi Bimbingan Wisata.

b. Sub Seksi Ketenagakerjaan.

c. Sub Seksi Aneka Wisata.

Pasal 26

(1), Sub Seksi Bimbingan Wisata mempunyai tugas mengumpul
kan dan menyusun bahan pembinaan, bzhan laporan ser
ta pemantauan bimbingan Wisata.

(2), Sub Seksi Ketenagakerjaan mempunyal tugas mengumpul-
kan dan menyusun bahan pembinaan, bahan laporan ser—
ta pemantauvan tenaga kerja pariwisate.

(3). Sub Seksi Aneka Wisata mempunyai tuges mengumpulkan-
dan menyusun bahan pembinaan, banan laporan seria
pemantavcan aneks wisata.

Bagian Hesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 27
Unit Pelokscna Teknis Dinas adalah unsur penunjang  yang
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pembentukannya ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri ber ~
dasarkan kreteria yang akan ditetapkan kemudian.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
bPasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan—
sebagian tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.

.

Pasal 29

(1). Kelompok Jebatan Fungsional sebagaimana dimaksud pa~
da pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jen-
jang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai-
kelompok sesuai dengan bidang keahlimnnya.

(2). Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh
Kepala Dinas,

(3). Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) di-
tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4). Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional pada ayat (1)
diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan -
yang berlaku.

BAB IIX
Tata Kerja
Pagal 30

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas
Pariwisata harus melaksanakan Koordinasi pengawasan mele-
kat ( Waskat .

Pagal 31

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas
Periwisata bertanggung jawab meminpin dan mengkoordinasi-
kan bawahannya serta memberikan bimbingan den  petunjuk-—
vetunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pagal 32
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Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas
Pariwisata bertanggung jawab kepada atasannya masing- ma—
sing serta menyampaikan laporan tugas tepat pada waktunya.

BAR IV .
Pengangkatan dan Pemberhentian
Dalam Jabatan
Pasal 33

(1). Kepala Dinas Pariwisata diangkat dan diberhentikan -
oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat per
setujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, dengen men
dapat pertimbangan dari Kepala Dinas Pariwisata Pro -
pinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

(2), Pejabat Pejabat lainnya pada Dinas Pariwisata diang =
kat dan diberhentikan sesuai daengan Peraturan Perun -
dang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian
akan ditetapken kemudian sesuai dengan feraturan Perundang
undangan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP
Pasal 35

(1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepa~
1la Daerah sepanjang mengenal pelaksanasnnya sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangar. yang bexrlaku.

(2), Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada % .nggal ciun-
dangkan, agar supaya setiap orang dapat sengetahuinya
memerintahkan pengundangan Peraturan Deerah ini  de-
ngen nenempatkannya dalanm Lembaren Daere: Yotemadys -
Daerzh Tingkat II Pangkalpinonge.



Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal 3 23 = 11~ 1996

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkalpinang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh

Kotamadys Daerah Tingkat II Cap / dto,
Pangkalpinang,
DRS,.H, SOFYAN RZBUIN
Cap / dto,

ABDUL AZIZ LUBIS DI UNDANGKAN:
Dalam Lembaran Daerah Kota -
madya Daerah Tingkat 11 Pang

DISAHKAN XAlpanEngs
Nomor : 8 Tahun 1997.
Dengan Surai Keputusan Seri . D

Gubernur Kdh, Tk,I SS

Tanggal : 26 Pebuari 1997 Tanggal : Juni 1337.

o+ o/, Spliena foumays s
Sekretaris wilayah/Daerah

Ub, Kepala Biro Hukum, Cap / dto,

DRS, B4SRI INTIP
Pembina Utama Muda
NIP.440005199,.~

Cap / dto,

BUSTAM ABUNAWAR,SH
Pembira Tingkat I
NIP,440009191,.~
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